BUPATI TANGGAMUS

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN

Menimbang

Mergingat

a.

—

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAFMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

bahwa untuk melaksanekan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 09 Tahun 2015 tentang
Pertanggungjawaban Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daecrah Tahun Anggaran 2014 perlu menetapkan
Penjabaran  Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai
rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeran Tahun Anggaran
2014,

bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati tenteng PENJABARAN PERTANGGUNG JAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lemtaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesis. Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan
Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten
Daerah Tingkat I Tanggamus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3667);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisine (L.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Megara (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tembahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negare Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Péngelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Unaarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran
Negara Republik Indonesjia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Dazrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Noraor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);



13.

14.

15.

16.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004  tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Noraor 90, Tambahen Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
‘Taliun 2007 (Lenibaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Négara Republik Indoresia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
“sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340)”.

Peraruran Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangar (Lembtiaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tamnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republ'k Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahar. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593); -

Peraturan Pemnerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lemnbaran Negara
Republik Indornesia Tahun 2006 HNomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



21.

22.

23.

24.

238.

26.

27.

28.

29.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Momor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lemnbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negéu‘a Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 “[Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomo 310)”.

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 01 Tahun
2010 tentang . Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lemtaran Daerah Kabupaten Tanggamues Tahun 2010 Nomor

48);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun
2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2014 Nomor 115);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanggaraus Nomor 09 Tahun
2015 tentang Pertanggungjawaban Pelalkisanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2015 Nomor
128); '

Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten
Tanggamus Tahun 2014 Nomor 258);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun ar.ggaran 2013 terdiri atas :

1.

Pendapatan

a.
b.
c.

Pendapatan Asli Daerah
Dana Perimbangan
Lain-lain Pendapatan
yang sah

Jumlah Pendapatan

Belanja

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Bunga

3) Belanja -Subsidi

4) Belanja Hibah

5) Belanja Bantuan
Sosial

' 6) Belanja Ragi Hasil

7) Belanja Bantuan
Keuangan

7) Belanja Bantuan
Keuangan kepada
Partai Politik

8) Belanja Tidak Terduga: Rp.
Jumlah Tdk Langsung : Rp.

. Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Barang
dan Jasa

3) Belanja Modal

Jumlah Langsung

Jumlah Belanja

Pembiayaan

a.

Penerimaan

b. Pengeluaran
Jumlah Pembiayaan Netto

Rp. 1.023.925.099.097,02

:Rp. 22.488.697.780,02
: Rp. 804.442.823.017,00
‘Rp.  196.993.578.300,00(+)
:Rp. 502.580.079.723,00
: Rp. . 0,00
: Rp. 250.000.000,00
:Rp. 20.275.496.425,00
: Rp. 2.249.25.650,00
: Rp. 0,00
:Rp. 21.532.879.800,00
: Rp. 561.254.874,00

4.388.956.500,00(+)

: Rp.

: Rp.
' Rp.

551.837.952.972,00

38.713.368.450,00

167.141.470.354,00
236.188.664.476,00 (+)

:Rp.

: Rp.
: Rp.

442.042.502.280,00
Rp. 993.381.456.252,00

8.566.626.312,81
31.143.163.591,00 |
‘Rp.  (22.576.537.278,19

Sisa lebih pembiayzan anggaran tahua
Berkenaan

:Rp. 7.467.106.566,83



Pasal 2
Ringkasan laporan realisafasi anggzaran scbagaimana dimaksud dalam pasal 1
Peraturan ini tercantum dalam Lampiraa I Peraturan ini.
Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1
Peraturan ini dirinci lebili| laniut ke dalain penjabaran laporan realisasi anggaran
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 4

- Lampiran sebagaimana ditinaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 !merupakan bagian
yang tidak terpisatikan dari Peraturan ini.

Pasal 5
Peraturan Bupati ini mulai%berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat nfiengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempadtannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

| Ditetapkan di Kota Agung
peda tanggal 06 Juli 2015

BUPATI TANGGAMUS,

i’
Diundangkan di Kota Agun

pada tanggal 06 Juli 2015 -

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGGAMUS,
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